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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan Rahmat dan AnugrahNYA sehingga kami dapat menyusun
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun
2021- 2026 disusun sebagai kewajiban Kepala Dinas untuk menjabarkan rencana
pembangunan dibidang Pariwisata di Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-
2029. Pada Perubahan Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang
kebijakan makro Dinas Pariwisata Kota Denpasar, penjelasan teknis pelaksanaan
program dan kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran
2025-2029.

Maksud dari pada penyusunan buku Rencana Strategis ini adalah untuk
memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun
2025-2029 dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata
Kota Denpasar serta pedoman untuk pembuatan Petunjuk Teknis kegiatan secara
detil oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Ruang lingkup
Perubahan Rencana Strategis ini meliputi uraian kebijakan, sasaran yang ingin
dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Akhir kata, semoga kita semua dapat
mewujudkan segala apa yang telah direncanakan, sebagaimana apa yang telah

dicita-citakan bersama.

Benpasar, 19 September 2025
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dan
fungsi Dinas Pariwisata Kota Denpasar tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 45 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus
mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan RENSTRA
perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dimana setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk
menetapkan RENSTRA perangkat daerah untuk periode lima tahunan. Renstra adalah
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan
Renstra perangkat daerah tersebut berpedoman pada RPIJMD dan bersifat indikatif. Oleh
karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2025-2029, Dinas
Pariwisata Kota Denpasar harus menyusun Renstra PD periode tahun 2025-2029 yang
berpedoman pada RPIJMD tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat memberi
arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas
Pariwisata Kota Denpasar pada tahun 2025-2029. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun
ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang
mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA- PPAS).
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Menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur Perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah; serta sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-
2025, maka daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah vyaitu Renstra Perangkat Daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Denpasar menyusun Rancangan
Awal Renstra Tahun 2025-2029 dengan menekankan pada aspek teknokratis melalui
pendekatan manajemen strategik, logic model, dan sistem dinamik.

Proses merancang Renstra Perangkat Daerah tersebut dilakukan Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang beserta seluruh Kelompok Jabatan Fungsional, serta
melibatkan komponen organisasi terkait untuk mengimplementasikan visi, misi, arah
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025- 2029
dilandasi beberapa ketentuan seperti:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4)

)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anatara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757); Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

14)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15)Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah Provinsi Bali nomor 5);

16)Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
lembaran daerah Provinsi Bali nomor 5);

17)Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);

18)Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
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19)Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

1.3.

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025- 2029

sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2025-2029 dimaksudkan untuk

menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

kepariwisataan Kota Denpasar bagi Dinas Pariwisata Kota Denpasar tahun 2025-2029.

Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kota Denpasar

dan RPIJMD Kota Denpasar yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan

kebijakan pusat maupundaerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara

terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
1.3.2. Tujuan

Terdapat beberapa tujuan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029,

diantaranya:

a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Denpasar ke dalam tujuan dan sasaran

pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan
berpedoman pada RPIJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan

sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/ lapangan; Untuk
menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima
tahun; Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota
Denpasar serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran
2025-2029;

. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu

anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap

tahunnya selama periode tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kota Denpasar ini

mengkomunikasikan Perubahan Rencana Strategis Dinas selama periode tahun 2025-

2029. Sistematika penyajian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata
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periode tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan;

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI
PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
2.1.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.1.1. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
2.2.2. Isu Strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun
2025-2029 PD

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
PD Tahun 2025-2029
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Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berserta Kinerja, Indikator, Target, dan
Pagu Indikatif

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas
Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan.

Tugas pokok Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor
45 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 pada Perwali Nomor
45 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar menyatakan Dinas Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka

pendek,menengah dan jangka panjang;

b. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan

umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pariwisata;

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan pariwisata;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata sesuai peraturan

perundang-undangan;
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 58, Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

a) Kepala Dinas;

b) Sekretaris;

C) Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;

d) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

e) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

f) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

g) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

h) UPTD; dan

i) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA EKONOMI KREATIF PEMASARAN PARIWISATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

UPTD
PUSAT PELAYANAN
EKONOMI KREATIF
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Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memimpin
sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pariwisata. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan
huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Sekretaris. Sub Bagian dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris. Adapun Susunan Organisasi dari Dinas Pariwisata Kota

Denpasar adalah sebagai berikut:
Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas:

a. menetapkan program kerja Dinas Pariwisata berdasarkan Rencana

Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan

agar target kerja tercapai sesuai rencana;

Cc. membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara
mengadakan rapat dan atau pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan
serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

€. menyelenggarakan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi
urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi

dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pariwisata berdasarkan

kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Kepariwisataan yang
meliputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, Bidang
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Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya

pariwisata budaya yang berkelanjutan berlandaskan Tri Hita Karana;

h. merumuskan dan memproses bahan dan produk hukum di bidang
pariwisata sesuai kewenangan yang ada sebagai paying hukum dalam

pelaksanaan tugas;

i. merumuskan dan melakukan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja
terkait, komponen pariwisata dan pihak terkait lainnya sesuai

kewenangan dan prosedur yang berlaku;

j. menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal; mengevaluasi
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara
membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang

akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas kinerja; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.
Sekretaris sebagaimana mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
rencana program Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian Umum dan Keuangan,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Umum dan

Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
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Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan
penyelenggaraan tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif
sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja

tercapai;

f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

g. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku

sebagai bahan laporan pertanggung jawaban;

h. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

i. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

j.  melaksanakan urusan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;

k. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala

aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

I. mengevaluasi  pelaksanaan tugas  Sekretariat dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan

datang;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas
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yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;
dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

a.

merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

Bagian Umum dan Keuangan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;

melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan agar tercipta tertib administrasi perkantoran dan

kelancaran tugas di lingkungan Dinas Pariwisata;

merencanakan, menyiapkan dan menangani kebutuhan umum dinas,
kebutuhan barang unit, sarana dan prasarana, serta pengelolaan urusan
rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan agar pelaksanaan operasional dinas berjalan tertib

dan lancar;

. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas, penerimaan tamu

dan kunjungan dinas serta hubungan kemasyarakatan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan;

menyusun rencana Anggaran Belanja Administrasi Keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan belanja
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pegawai yang akuntabel;

i. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang telah

ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;

k. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

laporan pertanggungjawaban;

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

Cc. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
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kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

. menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
terkait pengusahaan, pengembangan dan pengelolaan kawasan
pariwisata, destinasi wisata, dan daya tarik wisata mengacu pada
Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, pengembangan,
dan pengelolaan kawasan pariwisata, destinasi wisata, dan daya tarik
wisata sesuai dengan kewenangan yang ada untuk menyempurnakan

kegiatan yang akan datang;

. mengoordinasikan dengan instansi/ institusi/ pihak terkait sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penataan, pengembangan
dan pengelolaan kawasan pariwisata, destinasi pariwisata, dan daya tarik

wisata;

. menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk memberikan acuan bagi
pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan
langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di

daerah;

melaksanakan  pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi  Sarana  dan
Prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata, destinasi

pariwisata dan daya tarik wisata;

meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola daya

tarik wisata sesuai peraturan yang berlaku;

. menyiapkan regulasi dan produk hukum terkait pengelolaan kawasan

strategis pariwisata, destinasi wisata, dan daya tarik wisata;
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[. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis

pariwisata, destinasi pariwisata dan daya tarik wisata;

m. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan
pelaku usaha di Kota Denpasar melaksanakan Standar Usaha Risiko

Menengah Rendah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan datang;

0. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

sebagai akuntabilitas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

Cc. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Pengembangan Ekonomi Kreatif
sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
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diharapkan;
. melaksanakan pengembangan pendidikan ekonomi kreatif;

melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi

kreatif;

. Melaksanakan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;

. Melaksanakan pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif;
Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Memfasilitasi pemberian insentif kepada pelaku usaha;

. Melaksanakan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif;
Melaksanakan bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif (Banper);

. Melaksanakan pengembangan sistem pemasaran berbasis Kekayaan

Intelektual;
. Menyusun dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah;

. Melaksanakan pendukungan pemasaran ekonomi kreatif melalui kegiatan

promosi;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem
ekonomi kreatif sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dari rencana yang telah ditetapkan;
. melakukan perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif;

mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen pariwisata
terkait sesuai prosedur yang berlaku agar terciptanya sinergitas dalam

pelaksanaan tugas;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi

Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
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sebagai akuntabilitas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana program Dinas Pariwisata

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

e. melaksanakan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik

dalam dan luar negeri;

f. melaksanakan peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam

dan luar negeri;

g. melaksanakan monitoring da